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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul ^Kuv]�µ��>�Á�

��v�d��v�(}�u��]�W����µ��v������Z��]�/v�}v��]�_ ini dapat terselesaikan. Buku 

ini lahir dari keprihatinan sekaligus ketertarikan terhadap dinamika hukum dan 

kebijakan di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang telah 

membawa perubahan signifikan terhadap tatanan regulasi nasional, 

khususnya di tingkat daerah. 

Kehadiran metode Omnibus Law merupakan sebuah inovasi dalam sistem 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk 

menyederhanakan, mengefisienkan, dan menyelaraskan berbagai peraturan 

yang tumpang tindih. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul beragam 

implikasi, terutama terkait pencabutan dan penyusunan ulang peraturan 

daerah (Perda) di bidang pajak dan retribusi daerah. Fenomena ini menjadi 

tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara 

kepastian hukum, otonomi daerah, dan efisiensi regulasi. 

Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai latar belakang, dampak hukum, serta langkah-langkah 

strategis yang diambil oleh pemerintah provinsi dalam menyesuaikan diri 

terhadap paradigma hukum baru yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta 

Kerja. Kajian ini juga menyoroti bagaimana penerapan metode Omnibus Law 

dapat memengaruhi struktur kebijakan fiskal daerah, serta konsekuensi 

hukumnya bagi tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi. 
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Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan 

hukum administrasi pemerintahan, serta menjadi bahan refleksi bagi para 

pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami arah 

transformasi regulasi daerah di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun 

sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam 

memperkuat semangat reformasi regulasi dan meneguhkan peran negara 

dalam mewujudkan cita-cita welfare state, yakni keadilan dan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

 

Penulis 
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SEKILAS TENTANG BUKU INI  

 

Buku ^Kuv]�µ�� >�Á� ��v� d��v�(}�u��]� W����µ��v� �����Z� �]� /v�}v��]�_ 

membahas secara komprehensif bagaimana lahirnya Undang-Undang Cipta 

Kerja membawa gelombang perubahan besar terhadap sistem hukum nasional, 

khususnya dalam konteks pencabutan dan pembentukan peraturan daerah di 

bidang pajak dan retribusi daerah. Melalui penerapan metode Omnibus Law, 

pemerintah berupaya menyatukan berbagai regulasi yang selama ini tumpang 

tindih dan mempercepat proses penyelarasan hukum antara pusat dan daerah. 

Buku ini menelaah secara mendalam latar belakang, alasan hukum, serta 

dampak praktis dari kebijakan tersebut terhadap otonomi daerah dan 

kewenangan fiskal pemerintah provinsi di Indonesia. 

Lebih jauh, buku ini juga mengulas konsekuensi hukum dan tantangan 

implementasi metode Omnibus Law di tingkat daerah, sekaligus menyoroti 

upaya pemerintah provinsi dalam menyesuaikan kebijakan lokal dengan 

kerangka hukum nasional yang baru. Dengan pendekatan analitis dan 

kontekstual, karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, 

pembuat kebijakan, serta praktisi hukum dalam memahami arah reformasi 

regulasi di Indonesia. Pada akhirnya, buku ini mengajak pembaca untuk 

merefleksikan bagaimana transformasi hukum melalui Omnibus Law dapat 

menjadi sarana menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, 

dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 
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OMNIBUS LAW & PERATURAN DAERAH 

 

A. APA ITU OMNIBUS LAW? 

Undang-Undang sebagai produk hukum utama memiliki peran strategis 

dalam mewujudkan keteraturan sosial, menjamin keadilan, dan memastikan 

kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Salah satu isu utama yang menjadi 

perhatian adalah disharmoni hukum yang sering kali disebabkan oleh tumpang 

tindih, multitafsir, serta konflik antar peraturan. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, pemerintah mengadopsi metode Omnibus Law, yang 

memungkinkan penyelarasan berbagai undang-undang melalui satu kerangka 

hukum induk. Penerapan metode ini diwujudkan dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk 

menyederhanakan regulasi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan Retribusi 

dan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 114. 

UU Cipta Kerja dirancang untuk memberikan lima manfaat utama bagi 

perekonomian Indonesia. Pertama, menciptakan 2,7-3 juta lapangan kerja per 

tahun guna mengurangi pengangguran. Kedua, meningkatkan kompetensi dan 

kesejahteraan tenaga kerja melalui kebijakan yang mendukung pelatihan dan 

perlindungan pekerja. Ketiga, mendorong produktivitas serta pertumbuhan 

ekonomi dengan meningkatkan investasi hingga 6,6-7,0%. Keempat, 

memberdayakan UMKM dan koperasi untuk berkontribusi lebih besar 

terhadap PDB, masing-masing hingga 65% dan 5,5%. Kelima, mempercepat 
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KONSEP WELFARE STATE, 

RETRIBUSI DAN PAJAK 

 

A. KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) 

1. Definisi Negara Kesejahteraan 

Secara umum istilah ini mengacu kepada well being atau kehidupan baik 

yang berkaitan dengan kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan, kemakmuran, 

keamanan, ketertiban, dan rasa percaya diri dalam menempuh kehidupan. 

Dalam pengertian yang sederhana, welfare state didefinisikan sebagai: A 

system in which the government undertakes the chief responsibility for 

providing for the social and economic security of its population, usually through 

unemployment insurance, old age pensions, and other social-security measures; 

A social system characterized by such policies (Sistem di mana pemerintah 

menjalankan tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan 

ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pensiun hari 

tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya).8 

Dalam definisi yang lain: state measures for the provision of key welfare 

services often confined to health, housing, income maintenance and personal 

social services (tindakan negara untuk penyediaan layanan kesejahteraan 

utama (sering terbatas pada kesehatan, perumahan, pemeliharaan 

                                                           
8��}oo]v��<]v�o���]��}v��ÇU�^,}Á��}�/�h������}oo]v��<]v�o���]��}v��Ç®MU_�vX�X 
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TEORI PERANCANGAN  

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

A. TEORI KEPASTIAN HUKUM 

1. Definisi Kepastian Hukum 

Menurut pandangan Gustav Radbruch, salah satu nilai dasar dalam hukum 

adalah kepastian hukum (rechtssicherheit) yang terkait dengan pembuatan 

hukum positif dan pelaksanaannya. 28  Dinyatakan pula bahwa hukum 

membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan 

keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan perundang-

undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-

undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.29 Pendapat Radbruch 

yang demikian juga selaras dengan Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hak 

manusia atas properti didasarkan pada hak asasi atau natural right. Dalam hal 

ini, kepemilikan properti itu tidak bergantung pada hukum positif. Hanya saja 

untuk melindungi kepemilikan tersebut dibutuhkan hukum positif. 

 

                                                           
28�E]P�o�^]uu}v��U�^>�Á[��/���o��]u�v�]}vX��Ç�Z}������o�ÆÇXU_�dZ����u��]�P��>�Á�:}µ�v�o�

ôíU�v}X�ï�~îìîî�W�òóòtòóõU�Z©��Wll�}]X}�PlíìXíìíól^ìììôíõóïîîìììñóñX 
29�'µ���À�Z����µ�ZU�^^���µ�}�Ç�>�Áo���v�����v��^µ���r^���µ�}�Ç�>�Á�~íõðò�U_�KÆ(}���:}µ�v�o�

}(�>�P�o�^�µ�]���îò�~îììò�W�ítííU�Z©��Wll��]X��u�v����Z}o��X}�Pl�}��µ�/�WíððóòñôòîX 
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KELEBIHAN DAN KEKURANGAN  

OMNIBUS LAW 

 

A. KELEBIHAN OMNIBUS LAW 

Salah satu kelebihan utama dari Omnibus Law adalah kemampuannya 

untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi peraturan perundang-

undangan yang sebelumnya tumpang tindih dan saling bertentangan. Selama 

bertahun-tahun, sistem hukum di Indonesia diwarnai oleh banyaknya 

peraturan yang bersifat sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi 

ini sering menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun 

masyarakat umum, karena satu peraturan bisa saja bertentangan dengan 

peraturan lain yang setara tingkatannya. Melalui Omnibus Law, pemerintah 

dapat melakukan revisi terhadap berbagai undang-undang sekaligus dalam 

satu paket kebijakan, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih efisien, 

seragam, dan mudah diterapkan. Dengan cara ini, Omnibus Law tidak hanya 

menghemat waktu dalam proses legislasi, tetapi juga memperkuat kepastian 

hukum yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kelebihan berikutnya adalah peningkatan iklim investasi dan kemudahan 

berusaha (ease of doing business). Sebelum Omnibus Law diberlakukan, 

birokrasi perizinan di Indonesia dikenal rumit, panjang, dan sering kali menjadi 

hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Melalui pendekatan 
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TEORI OTONOMI DAERAH 

 

A. TEORI OTONOMI DAERAH 

1. Definisi Otonomi Daerah 

Otonomi secara etimologi berasal dari kata auto dan nomos yang berarti 

sendiri dan peraturan atau perintah. Merujuk pada dua perkataan tersebut, 

maka secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai peraturan yang 

dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) tersendiri, atau berarti memerintah 

sendiri.85 Bagir Manan mengemukakan bahwa otonomi adalah kebebasan dan 

kemandirian (vrijheid dan zelfstandigheid) satuan pemerintahan lebih rendah 

untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Pendapat Bagir 

Manan tersebut pada hakikatnya bersifat akumulatif, yaitu bahwa otonomi 

haruslah memiliki kedua asas tersebut yaitu kebebasan dan kemandirian.86 

Selain itu, Koesoemahatmadja juga berpendapat bahwa menurut 

perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti 

perundangan (regeling) juga mengandung arti pemerintahan (bestuur).87 

Dalam konteks kedaerahan di Indonesia, otonomi dijadikan pedoman 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya sehingga melekatlah istilah yang 

dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah memiliki arti desentralisasi 

                                                           
85�>�}��Pµ��v}U������r������<��]i�l�v�Wµ�o]l�~��v�µvPW��o(�����U�îìíð�X 
86���P]��D�v�vU�,µ�µvP�v��v�����Wµ������v������Z�D�vµ�µ��hh��íõðñ�~:�l����W�Wµ���l��

^]v���,�����vU�íõõð�X 
87�:µ�v��U�,µlµu�W�u��]v��Z�v������Z�W���vP�^µ�µ��,µ�µvP�v�<�Á�v�vP�v��v������WZ��

��v�<���o�������Z�~��v�µvPW��oµuv]U�îììð�X 
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REFORMASI REGULASI PAJAK  

DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI 

PENDEKATAN OMNIBUS LAW 

 

A. LATAR BELAKANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 

BIDANG RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH 

Secara umum, dalam hierarki peraturan perundang-undangan berlaku 

suatu asas yang disebut lex superior derogat legi inferiori. Asas ini memiliki arti 

bahwa suatu peraturan perundang-undangan dilarang bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-

Undang No. 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa kekuatan hukum suatu 

peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hierarki yang berlaku 

dimana kedudukan Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Jika terjadi perubahan pada 

norma dalam peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang berada di 

bawahnya akan mengikuti perubahan norma dalam peraturan yang lebih tinggi 

tersebut. Oleh karena itu, suatu norma hanya akan valid jika norma tersebut 

berada dalam suatu sistem norma/hierarki norma dimana norma itu diperoleh 

berdasar dan bersumber dari suatu norma dasar yang dipostulasikan.102 

                                                           
102�<�o��vU�d�}�]�,µlµu�Dµ�v]X 
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KENDALA MENGADOPSI OMNIBUS  

LAW PADA PERDA DAN SOLUSINYA 

 

A. KENDALA YANG DIHADAPI 

Penerapan Omnibus Law sebagai instrumen penyederhanaan regulasi di 

Indonesia telah menimbulkan dinamika yang cukup kompleks, terutama ketika 

prinsip dan substansinya harus diadopsi dalam tingkat Peraturan Daerah 

(Perda). Meskipun Omnibus Law bertujuan untuk menghilangkan tumpang 

tindih aturan dan menciptakan efisiensi hukum, kenyataannya banyak 

pemerintah daerah menghadapi kendala dalam proses implementasinya. 

Perbedaan konteks sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan daerah sering 

kali membuat penerjemahan norma Omnibus Law ke dalam Perda tidak 

berjalan mulus.  

Selain itu, terbatasnya pemahaman aparat daerah terhadap semangat 

deregulasi dan harmonisasi kebijakan pusattdaerah turut memperlambat 

proses adopsi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif melalui 

penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta 

penyusunan pedoman teknis yang jelas agar semangat Omnibus Law benar-

benar dapat terimplementasi secara efektif di tingkat lokal. 
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